BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya praktik korupsi merupakan sebuah tindakan yang
bertentangan dengan moralitas manusia dan sebuah tindakan yang melanggar
hukum. Tindakan korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Uang yang
mereka korup seharusnya diperuntukan bagi masyarakat tetapi dimakan oleh para
koruptor untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bekerja sama
dengan mereka. Tindakan korupsi ini juga merupakan tindakan yang dapat
merugikan negara. Akibat dari tindakan korupsi ini, banyak masyarakat Indonesia
yang mengalami penderitaan dan kemiskinan. Akibat lain dari praktik korupsi
juga adalah hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para

penegak hukum yang menciptakan kinerja buruk dalam pemerintah.

Praktik korupsi ini haruslah diberantas dengan tujuan untuk mengurangi
angka kemiskinan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia
selama ini. Hukuman berat sepertinya tidak ada efek jera bagi oknum yang
melakukan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan dengan
menyadarkan kembali moralitas bangsa dan dunia pendidikan harus mengambil
bagian dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi ini. Selain penguatan dan
menyadarkan moralitas bangsa, masyarakat atau pejabat publik juga harus
memahami tentang pentingnya etika dalam sektor publik dan privat, mengenali
dan memahami dampak buruk dari tindakan korupsi terhadap kepercayaan
masyarakat Indonesia dan memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk

memberantas korupsi.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk
mengatasi praktik korupsi ini, demi membangun dan menciptakan kesejahteraan
bersama, memiliki relasi dengan beberapa prinsip yang di dalam Ajaran Sosial

Gereja. Gereja memiliki perhatian khusus terhadap persoalan sosial termasuk
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persoalan korupsi. Ajaran Sosial Gereja merupakan hal yang paling fundamental
dalam membela hak kaum yang tertindas, terpinggirkan secara khusus kaum
buruh yang tidak mengalami hidup sejahtera sebagai salah satu akibat dari praktik
korupsi. Di dalam situasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat miskin,
gereja hadir untuk menyerukan keadilan dan kesejahteraan umum. Sebagai bentuk
perhatian dari gereja terhadap persoalan ketidakadilan yang dirasakan oleh umat
manusia, gereja mengeluarkan berbagai ajaran atau ensiklik yang menyerukan
tentang usaha gereja dalam mengupayakan terciptanya hidup umat manusia yang
damai, adil, solider dan menghormati martabat manusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan yang istimewa serta mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan umum.

Melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang termuat dalam Ajaran Sosial
Gereja, Gereja berusaha keras untuk membantu setiap umat manusia agar
memperoleh hidup yang layak. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Ajaran Sosial
Gereja seperti penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip kesejahteraan
umum, solidaritas, perdamaian, subsidiaritas dan keadilan. Semua prinsip ini
menjadi dasar dan bertujuan untuk melaksanakan kegiatan sesama manusia
sebagai makhluk ciptaan Allah, terciptanya sikap saling menghormati,

menghargai dan menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Gereja mengajak setiap pribadi manusia atau kelompok untuk bersedia
menolong dan menanamkan sikap solidaritas bagi sesama manusia Yyang
mengalami kesulitan dalam hidupnya. Gereja memiliki cita-cita yang luhur agar
manusia senantiasa hidup dalam keadaan bahagia, sejahtera, adil dan makmur
dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara secara khusus dalam membangun
peradaban dan moralitas manusia sebagai ciptaan Allah. Moral Kkristiani
senantiasa mengajarkan agar manusia selalu berlaku baik, adil dan jujur untuk
membangun kesadaran manusia tentang pentingnya kesadaran moral dalam setiap
tindakan manusia itu sendiri. Gereja juga mengajak semua umatnya untuk
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam mengupayakan
kepentingan bersama. Dengan demikian, gereja hadir di tengah masyarakat guna
untuk mengatur dan mengupayakan tatanan hidup yang lebih baik bagi

masyarakat.

75



Gereja dalam ajaran sosialnya, menolak secara tegas mentalitas korupsi
karena beberapa alasan yang mendukung pandangannya yang anti korupsi.
Pertama, mentalitas korupsi harus dicegah demi terwujudnya nilai keadilan,
kebenaran dan cinta kasih. Dalam konteks kehidupan kristiani, praktik korupsi
merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengikis pesan belas
kasih dari Allah. Kedua, gereja secara tegas menolak praktik korupsi agar tidak
merusak tatanan sosial masyarakat. Ketiga, Gereja menolak praktik korupsi
karena tindakan itu dapat menghambat kemajuan sebuah negara dan menciptakan
tingginya angka kemiskinan. Keempat, praktik korupsi dapat merusak sistem
politik yang baik dan benar. Praktik korupsi juga dapat merusak sistem ekonomi
sehingga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dalam suatu negara dan
hilangnya harapan manusia akan hidup sejahtera dalam kebersamaan. Oleh karena
itu, praktik korupsi ini harus dicegah demi mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan umum.

Dengan demikian, Gereja dapat menjalankan peranan sosialnya untuk
mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi semua umat manusia. Prinsip
yang dianut dalam gereja menjadi suatu spirit baru agar manusia senantiasa
bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada. Prinsip
penghormatan terhadap martabat manusia, berperilaku baik, bersikap adil, jujur
terhadap diri sendiri dan prinsip subsidiaritas menekankan partisipasi secara aktif
serta mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian,
dalam upaya untuk memberantas praktik korupsi, gereja harus berpegang teguh

pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam ajaran sosialnya.
4.2 Usul dan Saran
4.2.1 Lembaga Pemerintahan

Bagi para pemimpin yang menduduki jabatan publik tertentu sangat
diharapkan agar bisa berlaku adil dalam mengemban tugas dan tanggung
jawabnya. Pejabat pemerintahan selalu dianggap lebih mengerti tentang tatanan
hukum dan kode etik yang ada di dalam setiap jabatan dan tugas tertentu dalam

suatu institusi  pemerintahan. Mereka seharusnya menampilkan atau
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memperlihatkannya dalam tindakan yang nyata. Dalam hal ini, berarti bahwa
segala ketentuan yang mengikat dan mengharuskan kehendaknya ditunjukkan
melalui aksi nyata, bukan hanya sebagai aturan yang tertulis. Hal yang paling
penting sebenarnya adalah pelayanan yang berkualitas harus merupakan tujuan
utama demi tercapainya kepentingan bersama dan bukan hanya untuk

menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan tindakan korupsi.
4.2.2 Institusi Agama atau Gereja

Bagi institusi agama. Agama merupakan suatu institusi yang sangat
penting dalam hal pembentukan karakter hidup manusia. Di dalam agama
diajarkan tentang berbagai nilai moral kehidupan. Agama juga dapat mengarahkan
hidup manusia agar bertindak secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dengan demikian, maka sangat diharapkan agar para pemeluk setiap agama secara
khusus agama Katolik menghayati setiap ajaran yang ada di dalamnya. Secara
khusus yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup manusia. Dalam Ajaran Sosial
Gereja sangat ditekankan tentang pentingnya perdamaian, keadilan, kebenaran
dan kesejahteraan umum. Para pemimpin agama sangat diharapkan agar
senantiasa memberikan seruan-seruan moral serta pendekatan-pendekatan dengan
umatnya, dan berusaha menjauhkan praktik korupsi dari institusi agama itu

sendiri.
4.2 .3 Institusi Pendidikan

Lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan tempat untuk mengenyam
pendidikan, hendaknya menjadi institusi yang benar-benar proaktif dalam
memerangi persoalan bangsa secara khusus persoalan korupsi. Sangat diharapkan
agar institusi pendidikan tidak hanya fokus pada perolehan pengetahuan secara
teoritis tetapi juga harus lebih aktif terlibat secara nyata dalam membangun
bangsa sebagai perwujudan kewajiban dan haknya. Di samping itu, institusi
pendidikan diharapkan agar tetap menjaga sikap kritisnya terhadap pemerintah
dalam menegakkan hukum dan berpegang teguh pada keadilan. Sikap kritis ini
merupakan fungsi kontrol terhadap para pemegang kekuasaan. Hal ini menjadi

sangat penting agar pemerintah merasa diawasi atau dikontrol sehingga
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pemerintah senantiasa berhati-hati dalam mengambil kebijakan serta melakukan
berbagai tindakan yang merugikan negara. Penekankanannya di sini agar mereka
yang menjadi penegak hukum jangan berbalik menjadi pelanggar hukum.

4.2.4 Masyarakat

Bagi masyarakat Indonesia secara umum. Ketidakadilan yang tampak
dalam tindakan korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang secara jelas
melanda semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar
masyarakat Indonesia harus bangkit untuk memerangi penyakit sosial tersebut dan
dimulai dari dalam diri sendiri melalui penghayatan terhadap nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia. Usaha untuk memberantas korupsi merupakan wujud
partisipasi masyarakat dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD)
1945. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus mempunyai sikap kritis untuk
melawan korupsi. Sikap kritis merupakan bukti kecintaan masyarakat terhadap

tanah air.
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